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KATA PENGANTAR

ejarah hukum selalu menjadi ruang yang menarik untuk
s ditelusuri. Di sana tersimpan jejak panjang bagaimana

manusia bernegosiasi dengan kekuasaan, mencari keadilan,
menahan ketamakan, dan merumuskan cara hidup bersama.
Hukum tidak pernah lahir di ruang hampa; ia tumbuh dari
pergulatan sosial, pertarungan gagasan, hingga kebutuhan praktis
yang kadang muncul secara tiba-tiba. Karena itu, memahami
sejarah hukum berarti memahami perjalanan peradaban manusia

itu sendiri.

Buku ini disusun sebagai jembatan bagi pembaca dari
berbagai latar belakang mahasiswa, peneliti, praktisi hukum,
hingga pembaca umum yang ingin melihat kembali bagaimana
hukum berkembang dari masa ke masa. Saya menghindari
penyajian yang kering dan semata kronologis. Sebaliknya, buku ini
berusaha menghadirkan narasi yang hidup: bagaimana masyarakat
kuno mengatur dirinya, bagaimana kekuasaan agama dan negara
saling memengaruhi, bagaimana kolonialisme membentuk sistem
hukum Indonesia, dan bagaimana teknologi digital hari ini
menciptakan tantangan yang bahkan tidak pernah dibayangkan
para pemikir klasik.

Dalam penyusunan buku ini, saya mengandalkan berbagai
sumber historis dan teoretis, mengaitkannya dengan konteks
Indonesia sebagai negara yang memiliki warisan hukum yang
kompleks. Perjalanan dari norma adat, hukum kolonial, hingga
sistem modern pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa hukum
kita bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan mosaik dari
berbagai zaman dan kepentingan.
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Saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang memadai
bagi pembaca untuk memahami dinamika hukum secara lebih luas,
sekaligus mengajak kita melihat bahwa hukum selalu berubah
bersama zaman. Ketika dunia bergerak cepat termuk termasuk
dalam ranah digital dan global refleksi historis menjadi penting
agar kita tidak melangkah tanpa arah. Sejarah hukum bukan
sekadar cerita masa lalu; ia adalah kompas untuk masa depan.

Akhir kata, buku ini saya persembahkan bagi mereka yang
percaya bahwa memahami akar suatu sistem adalah langkah
penting sebelum memperbaikinya. Semoga buku ini bermanfaat,
membuka perspektif, dan memberi andil kecil dalam

perkembangan kajian hukum di Indonesia.

Selamat membaca. Semoga perjalanan sejarah hukum dalam
buku ini memberi wawasan sekaligus inspirasi untuk terus berpikir
kritis.

Tim Penulis
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BAB 1

KETIKA HUKUM MULAI
BERNAPAS

ukum bukan sekadar kumpulan aturan yang tertulis di
H atas kertas atau dikodifikasikan dalam buku resmi. Ia lahir

dari kehidupan manusia itu sendiri dari interaksi sehari-
hari, dari konflik yang tak terhindarkan, dari kebutuhan untuk
menata masyarakat agar tetap hidup bersama dalam tatanan
tertentu. Pada dasarnya, hukum adalah napas peradaban; ia
menandai saat manusia mulai menyadari bahwa hidup bersama

memerlukan aturan, dan aturan itu harus ditaati bersama.

Sejarah hukum membawa kita menelusuri jejak panjang dari
naluri primitif menuju norma yang sistematis. Ia menyingkap
bagaimana manusia belajar mengelola konflik, menetapkan hak
dan kewajiban, serta menyeimbangkan kepentingan individu
dengan kepentingan kolektif. Dari masyarakat berburu dan
meramu hingga kota-kota kuno yang kompleks, hukum selalu
menjadi sarana untuk menegakkan keteraturan dan keadilan,
sekaligus alat untuk mengekspresikan nilai dan kekuasaan.

1.1 MENGAPA MANUSIA MENCIPTAKAN HUKUM?

Sejak manusia pertama kali hidup dalam kelompok,
kehidupan sosialnya selalu diwarnai oleh ketidakpastian. Konflik,
perebutan sumber daya, dan perbedaan kepentingan menjadi
bagian yang tidak terhindarkan dari interaksi sehari-hari.
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Bayangkan sebuah kelompok manusia prasejarah yang berburu
dan meramu: ketika satu anggota berhasil menemukan sumber
makanan lebih banyak, rasa iri dan perselisihan mudah muncul,
dan jika tidak diatur, bisa menimbulkan kekacauan yang

mengancam kelangsungan hidup seluruh kelompok.

Dalam situasi seperti itu, manusia mulai merasakan perlunya
aturan yang bisa ditaati bersama, sebuah pedoman yang lebih dari
sekadar naluri atau kebiasaan spontan. Aturan ini pada awalnya
mungkin bersifat sederhana: larangan mengambil hasil buruan
orang lain, pembagian air minum secara adil, atau aturan mengenai
siapa yang berhak memimpin perburuan. Tanpa disadari, aturan
sederhana ini menjadi cikal bakal hukum, meski masih bersifat
lisan dan fleksibel.

Hukum, dalam konteks primitif ini, lahir dari kebutuhan
untuk mengatur konflik dan membangun keteraturan. Ia bukan
sekadar mekanisme untuk menghukum pelanggaran, melainkan
medium untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan
individu dan kepentingan kolektif. Ketika manusia mulai hidup
dalam kelompok yang lebih besar, aturan sederhana yang berbasis
kebiasaan tidak lagi cukup. Interaksi sosial yang semakin kompleks
menuntut adanya standar perilaku yang lebih jelas, konsisten, dan

dapat dipahami semua anggota.

Selain itu, hukum muncul sebagai sarana untuk menahan
kekuasaan individu. Dalam kelompok awal, pemimpin atau
anggota yang lebih kuat bisa dengan mudah memaksakan
kehendaknya. Namun, untuk memastikan kelangsungan hidup
kelompok, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuatan.
Hukum menjadi semacam perisai terhadap dominasi sewenang-
wenang, dengan menetapkan batasan yang harus dihormati
bahkan oleh yang paling berkuasa. Dalam hal ini, hukum bukan
hanya tentang kontrol eksternal, tetapi juga pembentukan disiplin

internal dalam masyarakat.
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Seiring berjalannya waktu, hukum mulai mengakomodasi
lebih dari sekadar konflik dasar. Ia juga menjadi alat untuk
menegaskan nilai, moralitas, dan identitas kelompok. Norma sosial
yang kemudian menjadi hukum formal memuat pengertian tentang
apa yang dianggap pantas, baik, atau terhormat. Misalnya,
masyarakat kuno Mesopotamia mengatur hak milik, tanggung
jawab keluarga, dan hubungan ekonomi dengan sangat rinci,
mencerminkan pemahaman mereka tentang keadilan dan
ketertiban. Kode Hammurabi, yang terkenal dengan prinsip “mata
ganti mata”, bukan hanya aturan tentang sanksi, tetapi juga
ekspresi nilai moral yang diyakini masyarakat pada masanya.

Faktor lain yang mendorong lahirnya hukum adalah
kompleksitas hubungan manusia dengan alam dan lingkungan.
Manusia prasejarah hidup dalam ketergantungan pada alam:
musim, sungai, hutan, dan hewan buruan. Kegagalan mengatur
hubungan ini dengan bijaksana dapat menyebabkan bencana,
kelaparan, atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, hukum awal
sering kali bersinggungan dengan ritual dan tabu. Larangan
tertentu misalnya melanggar larangan berburu pada musim
tertentu atau menebang pohon suci bukan sekadar aturan praktis,
tetapi juga mencerminkan upaya manusia mengatur interaksi
dengan kekuatan yang dianggap lebih tinggi. Dengan kata lain,
hukum juga menjadi media simbolik, yang menghubungkan
manusia dengan dunia di sekitarnya, serta menegaskan rasa
hormat terhadap tatanan alam dan spiritual.

Selain itu, hukum juga berkembang sebagai instrumen
negosiasi kekuasaan dalam kelompok manusia. Dalam komunitas
yang lebih besar, muncul pemimpin, tetua, atau dewan kelompok
yang bertugas menegakkan aturan. Proses ini tidak selalu
harmonis; sering terjadi perdebatan tentang apa yang adil, siapa
yang memiliki hak untuk memutuskan, dan bagaimana aturan itu
ditegakkan. Konflik-konflik seperti ini memunculkan praktik
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hukum yang lebih formal, di mana sanksi mulai ditetapkan dan
prosedur menjadi lebih jelas. Pada titik ini, hukum mulai
meninggalkan bentuknya yang sepenuhnya lisan dan masuk ke
ranah sistematis.

Selain aspek internal masyarakat, hubungan dengan
kelompok lain juga mendorong penciptaan hukum. Ketika manusia
hidup berdampingan dengan kelompok lain baik sebagai tetangga,
pedagang, atau musuh potensial muncul kebutuhan untuk aturan
yang bisa dipahami dan diterima lintas kelompok. Hal ini menjadi
cikal bakal konsep perjanjian atau kontrak, yang kemudian
berkembang menjadi bentuk hukum yang lebih kompleks.
Misalnya, dalam masyarakat perdagangan kuno, aturan mengenai
pertukaran barang dan tanggung jawab pihak yang gagal
memenuhi kesepakatan mulai dibakukan. Praktik semacam ini
menunjukkan bahwa hukum bukan hanya respons terhadap
konflik internal, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan

dan kerja sama lintas komunitas.

Hukum juga merupakan manifestasi awal dari refleksi
manusia terhadap dirinya sendiri. Dengan menciptakan aturan,
manusia mulai menilai perilaku, membedakan yang benar dan
salah, dan mengatur kehidupan kolektif berdasarkan standar
tertentu. Proses ini menuntut pemikiran abstrak dan kemampuan
untuk membayangkan konsekuensi tindakan, baik untuk individu
maupun masyarakat. Pada titik ini, hukum bukan lagi sekadar
aturan praktis, tetapi juga simbol kecerdasan sosial dan moral

manusia.

Faktor budaya dan agama tidak dapat dilepaskan dari proses
ini. Banyak hukum awal lahir dalam konteks kepercayaan spiritual
atau ritual keagamaan. Misalnya, di Mesir kuno, hukum dan
moralitas sangat terkait dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa
dan prinsip keseimbangan kosmik, atau ma’at, yang menekankan
keteraturan dan keadilan. Di Yunani, hukum awal dikaitkan
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dengan gagasan rasionalitas dan akal manusia sebagai alat untuk
memahami dan mengatur kehidupan sosial. Dengan demikian,
hukum menjadi medium untuk mengekspresikan nilai-nilai
tertinggi suatu masyarakat, sekaligus instrumen praktis untuk

menata kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hukum muncul sebagai sarana adaptasi terhadap
perubahan sosial. Ketika populasi tumbuh, sumber daya menipis,
atau teknologi baru muncul, manusia harus menyesuaikan aturan
untuk menjaga keseimbangan. Hukum bukan sesuatu yang statis;
ia lahir dari kebutuhan untuk menavigasi perubahan dan
memastikan kelangsungan hidup kolektif. Di sinilah terlihat
dinamika hukum sebagai fenomena hidup yang terus berkembang
bersama masyarakatnya.

Seiring berjalannya waktu, penciptaan hukum juga menjadi
arena kekuasaan. Mereka yang memiliki otoritas raja, kepala suku,
atau lembaga agama sering menetapkan aturan yang
mencerminkan kepentingan dan nilai mereka. Namun, hukum
yang berhasil bertahan biasanya adalah yang diterima oleh
masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan
hanya alat dominasi, tetapi juga hasil konsensus sosial, meskipun
konsensus itu sendiri seringkali terbentuk melalui proses yang
panjang dan kompleks.

Hukum, dari awal kemunculannya, tidak hanya bertujuan
mengatur perilaku. Ia juga menjadi medium pendidikan sosial:
melalui hukum, generasi muda belajar nilai-nilai kelompok,
tanggung jawab individu, dan batas-batas yang harus dihormati.
Dengan kata lain, hukum berperan dalam membentuk karakter
masyarakat, menanamkan disiplin, dan membangun identitas
kolektif.

Pada akhirnya, penciptaan hukum merupakan upaya
manusia untuk menjembatani ketidaksempurnaan naluri,
kompleksitas sosial, dan tuntutan moralitas. Ia lahir dari

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn., dkk | 5



pengalaman, interaksi, dan refleksi manusia terhadap dirinya
sendiri dan lingkungannya. Dari aturan sederhana hingga kode
hukum yang kompleks, dari larangan lisan hingga dokumen
tertulis, hukum menunjukkan kemampuan manusia untuk
mengatur hidup bersama, menahan kekuasaan sewenang-wenang,
dan membayangkan dunia yang lebih tertib, meskipun jalan
menuju tatanan itu selalu berliku.

1.2 DARI NALURI KE NORMA: EVOLUSI ATURAN
SOSIAL

Manusia, sejak awal keberadaannya, hidup dalam interaksi
yang sangat erat dengan lingkungannya dan sesama anggota
kelompok. Naluri menjadi panduan pertama yang mengatur
perilaku manusia: naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk
melindungi diri, naluri untuk berburu atau mencari makanan, serta
naluri untuk menjaga keamanan diri dan kelompok. Namun, naluri
semata tidak selalu cukup untuk menjaga ketertiban, terutama
ketika kelompok manusia mulai membesar dan interaksi sosial
semakin kompleks. Ketika satu individu bertindak hanya
berdasarkan naluri tanpa memperhatikan orang lain, konflik
menjadi hampir tak terhindarkan.

Perkembangan dari naluri menuju norma sosial merupakan
proses panjang yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman
kolektif. Norma sosial muncul ketika kelompok manusia mulai
menyadari adanya pola perilaku yang lebih menguntungkan jika
ditaati secara konsisten. Misalnya, dalam masyarakat berburu dan
meramu, aturan tidak tertulis mengenai pembagian hasil buruan
atau giliran untuk memimpin perburuan muncul sebagai bentuk
konsensus sosial. Aturan-aturan semacam ini awalnya bersifat
fleksibel, bergantung pada konteks dan kebutuhan sesaat, tetapi
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seiring waktu, praktik-praktik ini menjadi lebih stabil dan
membentuk pola perilaku yang diakui seluruh anggota kelompok.

Dalam tahap awal evolusi ini, norma sosial memiliki
kekuatan yang unik: ia tidak memerlukan dokumen tertulis atau
pengadilan formal untuk ditegakkan. Ketaatan berasal dari
kesadaran kolektif dan tekanan sosial. Pelanggaran terhadap norma
biasanya direspon dengan sanksi informal, misalnya pengucilan,
celaan, atau kehilangan status dalam kelompok. Meski tampak
sederhana, mekanisme ini cukup efektif untuk menegakkan
keteraturan dalam kelompok kecil. Norma sosial menjadi semacam
“hukum alami” yang mengatur perilaku manusia tanpa harus
diformalkan.

Seiring berkembangnya populasi dan meningkatnya
kompleksitas interaksi, norma sosial mulai mengalami formalitas.
Masyarakat yang lebih besar membutuhkan aturan yang jelas dan
dapat diterapkan secara konsisten, bukan hanya bergantung pada
kesepakatan lisan atau kebiasaan lokal. Di sinilah tahap evolusi
norma ke arah hukum formal mulai muncul. Larangan-larangan,
hak-hak, dan kewajiban mulai didokumentasikan, misalnya dalam
bentuk prasasti, kode hukum tertulis, atau peraturan adat yang
dicatat oleh tetua masyarakat.

Fenomena ini dapat diamati pada peradaban awal seperti
Mesopotamia, Mesir, atau Tiongkok kuno. Di Mesopotamia, Kode
Hammurabi menjadi contoh konkret bagaimana norma sosial yang
berkembang dalam masyarakat agraris dan kota-kota kuno
akhirnya dibakukan dalam bentuk aturan tertulis. Setiap larangan
dan kewajiban tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi
juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjamin
kepatuhan melalui sanksi formal. Di sisi lain, hukum Tiongkok
kuno menekankan pentingnya ketertiban dan tanggung jawab
sosial, di mana norma yang sebelumnya bersifat kebiasaan
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diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih sistematis oleh

penguasa.

Perkembangan norma sosial tidak terjadi secara linier; ia
selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, agama, dan struktur sosial yang
dominan. Misalnya, di masyarakat kuno, norma yang mengatur
hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan hak-hak perempuan
tidak lepas dari hierarki sosial yang menempatkan laki-laki atau
penguasa pada posisi lebih tinggi. Norma sosial pun menjadi alat
untuk mempertahankan status quo, sekaligus menyesuaikan diri
dengan perubahan lingkungan atau ancaman eksternal.

Selain itu, norma sosial berkembang sebagai sarana untuk
menanamkan nilai dan moralitas pada generasi berikutnya. Melalui
ritual, cerita, dan praktik sehari-hari, anak-anak belajar tentang
kewajiban, batasan, dan konsekuensi tindakan. Norma yang
berhasil bertahan adalah yang mampu diinternalisasi oleh individu
dan diterima sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Proses ini
menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berasal dari otoritas,
tetapi juga dari kesepakatan kolektif yang muncul secara alami
dalam masyarakat.

Interaksi antar kelompok juga memengaruhi evolusi norma.
Ketika komunitas mulai berinteraksi melalui perdagangan,
peperangan, atau aliansi, muncul kebutuhan akan standar perilaku
yang bisa diterima lintas kelompok. Konsep kontrak atau perjanjian
menjadi penting, karena kesepakatan lisan antar individu tidak
cukup untuk menjaga kepercayaan. Norma sosial berkembang
menjadi aturan yang mengikat, dan pada saat itulah batas antara
norma dan hukum formal mulai kabur.

Peran agama dan kepercayaan spiritual juga sangat
menentukan bentuk awal norma. Banyak norma sosial muncul dari
keyakinan bahwa tindakan tertentu akan membawa kutukan atau
pahala, sehingga memotivasi kepatuhan tanpa adanya pengawasan
formal. Di Mesir kuno, misalnya, konsep Ma’at keseimbangan,
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kebenaran, dan keteraturan kosmik membentuk dasar norma sosial
dan hukum. Di India, prinsip-prinsip dharma menekankan
kewajiban moral individu terhadap masyarakat. Dengan demikian,
norma sosial tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga bersifat
simbolik, menghubungkan manusia dengan dunia spiritual dan
kosmik.

Dalam masyarakat yang lebih kompleks, norma sosial juga
berperan sebagai sarana negosiasi kekuasaan. Mereka yang
memegang otoritas raja, kepala suku, atau dewan tetua mencoba
menegakkan aturan yang mendukung stabilitas dan kepentingan
mereka. Namun, norma yang berhasil bertahan selalu memiliki
legitimasi sosial; aturan yang diterima secara luas oleh masyarakat
lebih mudah ditegakkan dan bertahan lama. Dengan kata lain,
evolusi norma sosial adalah hasil interaksi dinamis antara

kebutuhan kolektif, kekuasaan, moralitas, dan praktik sehari-hari.

Proses evolusi ini juga menunjukkan kemampuan manusia
untuk berpikir abstrak. Untuk mentransformasikan naluri menjadi
norma, manusia harus mampu membayangkan konsekuensi
tindakan, menilai dampak sosialnya, dan menetapkan aturan yang
dapat diterima secara kolektif. Hal ini menandai tonggak penting
dalam perkembangan peradaban: manusia mulai menginternalisasi
konsep keadilan, tanggung jawab, dan keteraturan, bukan hanya
bertindak berdasarkan naluri atau kebiasaan.

Perjalanan dari naluri menuju norma ini berlangsung secara
bertahap dan terus-menerus. Setiap interaksi sosial, setiap konflik
yang diselesaikan, setiap pengalaman kolektif, menambah lapisan
baru pada struktur norma yang ada. Dari aturan lisan sederhana,
norma berkembang menjadi adat, tradisi, dan akhirnya hukum
tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat lebih luas. Dalam
konteks ini, hukum dapat dipahami sebagai bentuk lanjut dari

norma sosial yang telah diinternalisasi dan diinstitusionalisasi.
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Seiring waktu, norma sosial tidak hanya berfungsi untuk
mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas masyarakat. Ia
menjadi sarana pendidikan sosial, menanamkan nilai-nilai yang
dianggap penting, dan memberikan rasa keteraturan yang
memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis. Norma
yang hidup dalam praktik sehari-hari akhirnya membentuk
karakter, moral, dan budaya masyarakat, sekaligus menyiapkan
pondasi bagi hukum formal yang akan muncul pada tahap
berikutnya.

Evolusi dari naluri ke norma menunjukkan bahwa hukum
tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil akumulasi
pengalaman, refleksi moral, dan kebutuhan praktis manusia untuk
hidup bersama. Ia lahir dari kehidupan sehari-hari, dari konflik
kecil hingga tantangan sosial yang lebih kompleks. Norma sosial
adalah jembatan yang menghubungkan naluri primitif manusia
dengan sistem hukum yang lebih formal dan terstruktur.

1.3 HUKUM SEBAGAI CERMIN PERADABAN

Hukum, sejak awal kemunculannya, tidak pernah berdiri
sendiri sebagai kumpulan aturan yang kaku dan terlepas dari
konteks sosial. Ia lahir dan berkembang seiring perjalanan
peradaban manusia, memantulkan nilai, prioritas, dan struktur
sosial yang ada pada zamannya. Dengan kata lain, hukum bukan
hanya instrumen pengatur perilaku, tetapi juga cermin yang
memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang diri mereka
sendiri, hubungan antarmanusia, dan keteraturan yang mereka
anggap ideal. Setiap kode, aturan, atau norma yang disusun bukan
semata-mata tentang kepatuhan, tetapi juga menyampaikan cerita
tentang masyarakat yang menciptakannya.

Jika kita menengok kembali sejarah manusia, terlihat jelas
bagaimana hukum merefleksikan peradaban yang mendasarinya.
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Di Mesopotamia, misalnya, Kode Hammurabi tidak hanya
menetapkan sanksi bagi pelanggaran tertentu, tetapi juga
menampilkan stratifikasi sosial yang ketat. Peraturan yang berbeda
diberlakukan untuk bangsawan, warga biasa, dan budak,
menandakan bahwa struktur sosial dan distribusi kekuasaan pada
masa itu menjadi bagian tak terpisahkan dari aturan hukum.
Hukum menjadi cermin dari masyarakat yang sangat hierarkis, di
mana keadilan dan tanggung jawab tidaklah sama bagi semua
orang, melainkan disesuaikan dengan posisi sosial.

Fenomena serupa muncul di Mesir kuno, di mana hukum
berkaitan erat dengan keyakinan religius dan kosmik. Konsep
Ma’at, yang menekankan keseimbangan, kebenaran, dan
keteraturan, menunjukkan bahwa masyarakat Mesir menilai
hukum bukan hanya dari efek praktisnya, tetapi juga dari
kesesuaiannya dengan prinsip moral dan spiritual yang diyakini
mengatur alam semesta. Dengan demikian, hukum menjadi cermin
bagaimana peradaban tersebut memandang keseimbangan antara
manusia, masyarakat, dan alam. Di sini terlihat bahwa hukum
mampu mencerminkan filosofi hidup suatu bangsa, sekaligus
memberikan pedoman yang membentuk perilaku sehari-hari.

Peradaban Yunani kuno menampilkan bentuk hukum yang
berbeda, karena lebih menekankan rasionalitas dan akal manusia.
Hukum tidak lagi semata-mata terkait dengan kekuasaan atau
ritual keagamaan, melainkan menjadi arena perdebatan tentang
keadilan, hak, dan kewajiban. Para filsuf seperti Solon, Drakon, dan
Aristoteles menekankan bahwa hukum harus mencerminkan
prinsip-prinsip universal dan kemampuan manusia untuk menilai
tindakan secara etis. Perubahan ini menandai evolusi peradaban:
hukum bukan hanya refleksi struktur sosial, tetapi juga medium
untuk mengekspresikan intelektualitas dan pencarian makna etis
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
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Di Roma kuno, hukum berkembang menjadi sistematis dan
tertulis, menjadi fondasi bagi peradaban yang lebih luas. Hukum
Romawi tidak hanya mengatur hubungan antarwarga, tetapi juga
membentuk landasan administrasi, perdagangan, dan politik.
Dengan sistem yang terstruktur, peraturan mengenai kepemilikan,
kontrak, dan tanggung jawab individual —menunjukkan
kompleksitas masyarakat Romawi yang sudah mencapai tingkat
urbanisasi tinggi. Dari hukum Romawi, kita melihat bagaimana
peradaban mampu mentransformasikan pengalaman sosial
menjadi kode yang konsisten, sistematis, dan dapat diwariskan
lintas generasi. Hukum menjadi cermin dari kematangan sosial,
ekonomi, dan politik peradaban tersebut.

Seiring berjalannya waktu, setiap peradaban menambahkan
warna dan karakteristiknya sendiri pada hukum. Abad
pertengahan Eropa, misalnya, menunjukkan keterkaitan erat antara
hukum dan moralitas yang didominasi oleh gereja. Canon law atau
hukum gereja menjadi penopang moralitas, membentuk perilaku
individu dan masyarakat. Struktur feodal dan hierarki sosial diatur
melalui hukum yang memisahkan hak, kewajiban, dan sanksi
berdasarkan status sosial. Di kota-kota dagang, lex mercatoria
muncul sebagai cerminan kebutuhan masyarakat untuk
beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan hubungan
perdagangan yang kompleks. Hukum bukan hanya aturan, tetapi
juga medium yang mencerminkan konflik kepentingan, negosiasi
kekuasaan, dan inovasi sosial dalam masyarakat yang terus
berkembang.

Di masa Renaisans dan Pencerahan, hukum semakin
mencerminkan nilai-nilai kebebasan, rasionalitas, dan hak
individu. Pemikiran Hobbes, Locke, dan Rousseau memperlihatkan
bahwa peradaban kini menekankan kontrak sosial, legitimasi
kekuasaan, dan hak asasi manusia. Revolusi Amerika dan Prancis

menunjukkan bagaimana hukum bisa diguncang dan
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direkonstruksi untuk mencerminkan aspirasi masyarakat yang
berubah, di mana keadilan dan kebebasan individu menjadi pusat
perhatian. Dalam konteks ini, hukum menjadi lebih dari cermin

sosial; ia juga menjadi alat ekspresi aspirasi peradaban itu sendiri.

Beralih ke era modern, hukum terus menunjukkan cermin
peradaban yang lebih kompleks. Industrialisasi, urbanisasi,
kolonialisme, dan globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi
hukum: bagaimana mengatur masyarakat yang heterogen,
berteknologi tinggi, dan terhubung secara global. Hukum modern,
baik publik maupun privat, mencerminkan peradaban yang
semakin mengutamakan efisiensi, hak, dan tanggung jawab
individu dalam jaringan sosial yang luas. Negara modern
menggunakan hukum sebagai instrumen legitimasi, kontrol, dan
integrasi masyarakat yang kompleks, sekaligus sebagai media
komunikasi nilai-nilai yang diyakini penting bagi kelangsungan
peradaban.

Di Indonesia, hukum juga memantulkan perjalanan
peradaban yang unik. Dari hukum adat yang menekankan kearifan
lokal, gotong royong, dan keseimbangan sosial, hingga hukum
kolonial yang membawa kodifikasi Eropa, kita melihat bagaimana
peradaban Indonesia menyerap, menyesuaikan, dan mengadaptasi
hukum dari berbagai sumber. Pasca-kemerdekaan, hukum menjadi
sarana menegaskan identitas nasional, melindungi hak warga
negara, dan menyeimbangkan tradisi dengan modernitas. Dalam
setiap fase, hukum tetap menjadi cermin dari nilai, aspirasi, dan

konflik yang membentuk peradaban Indonesia.

Selain itu, hukum juga mencerminkan cara manusia
memahami dunia dan memandang waktu. Aturan yang dibuat
pada masa lampau sering menekankan stabilitas dan keteraturan,
sementara hukum kontemporer menekankan adaptasi, inovasi, dan
perlindungan hak individu di tengah perubahan cepat. Hukum
memantulkan bagaimana peradaban memprioritaskan
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keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara kepatuhan dan
kebebasan, antara konsensus kolektif dan hak individu. Dengan
demikian, mempelajari hukum dari berbagai periode sejarah
adalah menelusuri bagaimana peradaban berpikir, berinteraksi,
dan berevolusi.

Selain cermin sosial dan politik, hukum juga menjadi cermin
budaya dan etika. Peraturan mengenai keluarga, warisan, properti,
perdagangan, dan perilaku publik menunjukkan nilai-nilai yang
dianggap penting oleh masyarakat. Dari sini kita bisa memahami
apa yang dianggap benar, adil, atau wajar pada zamannya. Hukum
menjadi media komunikasi lintas waktu, yang memungkinkan
generasi berikutnya memahami cara hidup, prioritas moral, dan
prinsip-prinsip sosial masyarakat pendahulu mereka.

Dengan kata lain, hukum bukan hanya instrumen
pengendalian atau alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga refleksi
kompleksitas peradaban itu sendiri. la memuat sejarah pengalaman
manusia, konflik sosial, nilai-nilai moral, aspirasi kolektif, serta
interaksi dengan alam dan kekuatan supranatural yang diyakini.
Hukum menjadi cermin yang tidak bisa dipisahkan dari
masyarakatnya; ia tumbuh, berubah, dan beradaptasi bersamaan
dengan perjalanan peradaban.

1.4 METODE MEMAHAMI SEJARAH HUKUM

Memahami sejarah hukum bukanlah sekadar menelusuri
daftar kode, tanggal lahirnya undang-undang, atau nama tokoh
pembuat peraturan. Lebih dari itu, memahami sejarah hukum
berarti membaca jejak peradaban, menafsirkan interaksi sosial,
kekuasaan, dan moral yang membentuk aturan-aturan yang ada.
Hukum merupakan produk manusia, sehingga metode untuk
memahaminya harus mampu menangkap kompleksitas
pengalaman manusia itu sendiri. Sejarawan hukum, peneliti sosial,
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dan filsuf hukum sering kali menekankan perlunya pendekatan
multidimensional: hukum sebagai teks, hukum sebagai praktik,
dan hukum sebagai refleksi masyarakat.

Pendekatan pertama adalah pendekatan historis-tekstual,
yang berfokus pada dokumen dan catatan hukum yang ada.
Melalui prasasti, kode tertulis, undang-undang, catatan
pengadilan, hingga buku-buku risalah hukum, peneliti mencoba
merekonstruksi aturan yang berlaku pada suatu periode tertentu.
Misalnya, mempelajari Kode Hammurabi di Mesopotamia
memerlukan pemahaman bahasa kuno, konteks sosial, dan
interpretasi simbolik yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini
memungkinkan kita melihat evolusi peraturan secara linier dan
kronologis, tetapi tetap harus disertai pemahaman bahwa dokumen
hukum hanya satu sisi dari kenyataan sosial. Hukum tertulis sering
kali mencerminkan aspirasi penguasa atau norma ideal, yang

mungkin berbeda dengan praktik sehari-hari masyarakat.

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis dan
antropologis, yang menekankan bagaimana hukum diterapkan,
diinterpretasikan, dan dipatuhi dalam praktik sosial. Di sinilah
norma sosial, adat, dan praktik lokal menjadi penting. Misalnya, di
Indonesia, hukum adat tidak selalu tertulis, tetapi ia memiliki
mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan sanksi, dan cara
menjaga keseimbangan sosial yang kompleks. Dengan pendekatan
ini, sejarawan hukum dapat menilai bagaimana hukum bekerja
dalam masyarakat, bukan hanya apa yang tertulis di atas kertas.
Praktik sehari-hari ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum,
adaptasi terhadap situasi tertentu, dan kemampuan norma untuk

bertahan dalam berbagai kondisi sosial.

Selain itu, metode komparatif juga menjadi instrumen
penting dalam  memahami sejarah  hukum. Dengan
membandingkan hukum di berbagai peradaban, misalnya
Mesopotamia, Yunani, dan Roma, atau membandingkan hukum
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adat dan hukum kolonial di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi
pola, perbedaan, dan persamaan yang menonjol. Pendekatan
komparatif memungkinkan peneliti melihat bagaimana hukum
berkembang dalam konteks tertentu dan bagaimana interaksi
budaya, politik, dan ekonomi membentuk sistem hukum yang
berbeda. Misalnya, kodifikasi Napoleon yang memengaruhi
banyak negara Eropa menunjukkan bahwa hukum tidak hanya
bersifat lokal, tetapi juga dapat dipindahkan dan diadaptasi dalam
konteks lain, mencerminkan mobilitas ide hukum dalam peradaban
manusia.

Pendekatan filosofis dan teoretis juga menjadi bagian penting
dari metode memahami sejarah hukum. Hukum bukan sekadar
teks dan praktik, tetapi juga konsep yang memerlukan refleksi
mendalam mengenai keadilan, hak, tanggung jawab, dan moralitas.
Sejarawan hukum sering merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh
klasik, mulai dari Plato dan Aristoteles, hingga Hobbes, Locke,
Rousseau, dan tokoh hukum modern. Pemikiran-pemikiran ini
membantu  menafsirkan tujuan hukum, nilai-nilai yang
mendasarinya, serta cara masyarakat menyeimbangkan antara
kepentingan individu dan kolektif. Pendekatan ini juga berguna
untuk memahami dinamika hukum di masa revolusi, konflik sosial,

atau perubahan besar dalam masyarakat.

Metode interdisipliner juga sangat relevan. Sejarah hukum
tidak berdiri sendiri; ia berkaitan erat dengan sejarah politik,
ekonomi, budaya, dan teknologi. Misalnya, munculnya hukum
perdagangan internasional di abad pertengahan tidak dapat
dipisahkan dari perkembangan kota-kota dagang, aktivitas
maritim, dan interaksi antarnegara. Begitu pula perkembangan
hukum digital dan regulasi teknologi saat ini hanya bisa dipahami
dengan mengaitkan aspek sosial, ekonomi, dan inovasi teknologi
yang mendasarinya. Pendekatan interdisipliner memungkinkan
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peneliti hukum menangkap keseluruhan konteks yang membentuk
aturan, keputusan, dan institusi hukum.

Selain itu, metode kritis atau critical legal studies memberikan
perspektif tambahan dengan mempertanyakan hubungan
kekuasaan dalam sejarah hukum. Siapa yang membuat aturan?
Siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Bagaimana hukum
digunakan untuk mempertahankan status quo atau menegakkan
dominasi tertentu? Pendekatan ini menekankan bahwa hukum
selalu dipengaruhi oleh politik, ekonomi, dan kepentingan
kelompok tertentu. Memahami sejarah hukum dari perspektif kritis
membantu kita melihat bahwa hukum bukanlah entitas netral,
melainkan produk yang selalu berinteraksi dengan kekuasaan dan
struktur sosial.

Metode naratif dan kultural juga semakin populer, karena
hukum merupakan bagian dari budaya. Mengkaji sejarah hukum
melalui cerita, literatur, dokumen budaya, hingga ritual dan simbol
memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana
masyarakat memahami keadilan, tanggung jawab, dan norma.
Misalnya, hukum pidana atau sanksi sosial sering tercermin dalam
cerita rakyat, dongeng, dan praktik adat, yang menunjukkan nilai
moral yang diinternalisasi masyarakat. Dengan cara ini, hukum
menjadi lebih dari sekadar aturan; ia menjadi ekspresi budaya,
filosofi hidup, dan pengalaman kolektif suatu peradaban.

Selain berbagai pendekatan, penelitian sejarah hukum juga
harus memperhatikan sumber sekunder, yaitu karya-karya
akademik, komentar, dan analisis kritis terhadap dokumen hukum.
Sumber sekunder ini membantu menafsirkan teks hukum,
menempatkannya  dalam  konteks yang tepat, serta
membandingkan pendapat para peneliti terdahulu. Dengan
demikian, pemahaman sejarah hukum tidak hanya bergantung
pada apa yang tertulis, tetapi juga pada interpretasi, kritik, dan
refleksi akademik yang mendalam.
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Secara metodologis, penelitian sejarah hukum juga
menekankan pentingnya kronologi dan kausalitas. Memahami
urutan peristiwa, sebab-akibat, dan transformasi hukum dari masa
ke masa membantu menyingkap pola perkembangan hukum.
Misalnya, hubungan antara revolusi politik dan kodifikasi hukum,
atau antara perubahan sosial dan regulasi baru, menunjukkan
bahwa hukum selalu responsif terhadap dinamika masyarakat.
Kronologi yang baik tidak sekadar menempatkan peristiwa dalam
waktu, tetapi juga menelusuri hubungan sebab-akibat yang
membentuk aturan dan institusi hukum.

Pada akhirnya, metode memahami sejarah hukum bukanlah
satu pendekatan tunggal, tetapi gabungan berbagai teknik, teori,
dan perspektif. Peneliti harus mampu membaca teks, menafsirkan
praktik, menempatkan hukum dalam konteks sosial-politik,
membandingkan antarbudaya, menganalisis nilai dan filosofi, serta
mempertimbangkan interaksi kekuasaan dan budaya. Hanya
dengan pendekatan yang holistik inilah sejarah hukum dapat
dipahami secara utuh, tidak sekadar sebagai dokumen masa lalu,
tetapi sebagai cermin yang hidup dan reflektif terhadap perjalanan
peradaban manusia.
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Buku Sejarah Hukum: Jejak Gagasan, Kekuasaan, dan Peradaban
mengajak pembaca menelusuri perjalanan panjang hukum sejak
kelahirannya di masyarakat kuno hingga transformasinya di era digital.
Dengan bahasa yang jernih dan mengalir, buku ini menyajikan bagaimana
hukum berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk
menciptakan ketertiban, menahan ambisi kekuasaan, serta mencari
bentuk keadilan yang dapat diterima bersama.

Dimulai dari peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, hingga Roma,
pembaca diajak memahami fondasi awal hukum yang kemudian berakar
kuat dalam sistem modern. Narasi kemudian bergerak ke abad
pertengahan ketika gereja, kerajaan, dan masyarakat dagang membentuk
struktur hukum yang saling bertarung, sebelum memasuki masa
pencerahan yang melahirkan tokoh-tokoh besar serta revolusi hukum
yang mengguncang tatanan dunia lama.

Pada bagian berikutnya, buku ini menggambarkan bagaimana
kolonialisme membentuk wajah hukum Indonesia dan bagaimana
pusaran politik setelah kemerdekaan memperkuat paradigma negara
hukum yang kita kenal hari ini. Tidak hanya berhenti pada sejarah klasik,
buku ini juga membahas perkembangan hukum internasional, globalisasi,
dan tantangan hukum kontemporer seperti kecerdasan buatan, dunia
digital, hingga perubahan perilaku sosial masyarakat modern.

Ditulis secara sistematis dan bernuansa analitis, buku ini memberikan
peta besar perjalanan sejarah hukum sekaligus membantu pembaca
memahami bahwa hukum selalu lahir dari konteks sosialnya. Perubahan
zaman, teknologi, dan pola kekuasaan selalu meninggalkan tanda pada
aturan yang kita terapkan.

Sejarah Hukum: Jejak Gagasan, Kekuasaan, dan Peradaban menjadi
bacaan penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa pun yang
ingin memahami bahwa hukum bukan hanya teks, melainkan makhluk
hidup yang tumbuh bersama umat manusia. Buku ini mengajak pembaca
bukan hanya melihat masa lalu, tetapi memikirkan masa depan hukum
dengan lebih jernih dan kritis.
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